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A. PENDAHULUAN 

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya 

sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa 

hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. 

Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat 

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatur tentang distribusi kekuasaan 

(Distribution of Power) dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai 

hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar. Aturan dasar yang nantinya akan 

menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada dibawahnya. Konstitusi dalam 

arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di 

bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan 

perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-

peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama 

pembentukan undang-undang. Di Indonesia, konstitusi yang digunakan merupakan konstitusi 

tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa disebut 

UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu padatanggal 18 Agustus 1945. Pasal 3 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

mempertegas kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah Hukum Dasar. Ketika terjadi 



 

reformasi konstitusi (UUD 1945) tahun 1999, muncul beberapa kesepakatan dasar dalam 

melakukan perubahan UUD 1945, antara lain mempertegas sistem presidensiil. Namun dalam 

kenyataannya kesepakatan tersebut tidak ditaati secara konsisten oleh MPR. Pembongkaran 

konstruksi presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada perubahan pertama (1999), 

kemudian penguatan kelembagaan DPR pada perubahan kedua (2000), bukannya melahirkan 

keseimbangan kekuasaan antara presiden dan DPR, tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan 

sistem presidensiil yang ingin dibangun melalui Perubahan UUD 1945. Kesan ‘parlementernya’ 

justru semakin menguat. Secara umum Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide 

demokrasi dapat dikatakan tampa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi 

merupakan hukum dasarnya suatu Negara. Dasar-dasar penyelenggaraaan bernegara didasarkan 

pada konstitusi sebagai hukum dasar. Dalam hal yang sama, sesungguhnya jati dari sebuah 

hukum adalah meindungi rakyat dari kesewenang-wenangan Negara/pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksud membatasi rakyat dalam menjalankan fungsi 

Negara yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Perasaan tersebut merupakan hasil dari fungsi 

konstitusi yaitu dalam hal membatasi kekuasaan dan menjamin hak rakyat untuk menjalankan 

tugas serta fungsinya yang diikat oleh sebuah paham yang disebut Koinstitusionalisme. 

Konstitusonalisme adalah paham yang beranggapan bahwa sebuah kekuasaan harus dibatasi dan 

menjamin hak-haknya untuk terpenuhi tanpa harus menambah atau mengurangi hak yang sudah 

melekat pada warga Negara. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan 

Negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai Negara 

konstitusional maka konstitusi Negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari 

konstitusionalisme. Jadi Negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. 



 

Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Oleh sebab itu, bahasan 

tentang negara dan konstitusi pada makalah ini terdiri atas fungsi, maksud, dan nilai-nilai 

konstitusi.  



 

B. PEMBAHASAN 

➢ PENGERTIAN KONSTITUSI 

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi 

aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam 

pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen 

tertulis (formal). Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus 

diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, 

kebijakan dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara 

yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat pula 

konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi Dewasa 

ini, istilah konstitusi sering di identikkan dengan suatu kodifikasi atas dokumen yang tertulis. 

Sama halnya dengan Inggris juga memiliki konstitusi, namun tidak dalam bentuk kodifikasi 

melainkan berdasarkan pada yurisprudensi dalam ketatanegaraan negara Inggris. Istilah 

konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Constitution”, dan berasal dari bahasa Belanda 

“constitutie”. Dalam bahasa latin (contitutio,constituere), sedangkan dalam bahasa Prancis 

yaitu “constiture”. Dalam bahasa Jerman yaitu “vertassung, konstitution”, sedangkan dalam 

ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar. Konstitusi / UUD dapat 

diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu 

sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan 

diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara  

• Pengertian konstitusi menurut para ahli 



 

1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu 

negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur 

/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. 

2. Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi 

tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. 

3. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam 

masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam 

masyarakat, misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb. 

4. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun 

peraturan tak tertulis. 

5. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme 

yang berarti "bersama dengan" dan statute yang berarti "membuat sesuatu 

agar berdiri". Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama. 

6. Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu: 

• Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu; 

1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua 

organisasi yang ada di dalam negara. 

2. Konstitusi sebagai bentuk negara. 

3. Konstitusi sebagai faktor integrasi. 

4. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam 

negara . 

• Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai 

tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan 



 

konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa 

tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya). 

• konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi 

sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. 

• konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak 

asasi serta perlindungannya. 

 

➢ FUNGSI DAN MAKSUD 

Menurut C.F. Strong pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi 

kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan 

merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. 

o Fungsi Konstitusi secara umum 

1. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi 

kesewenang-wenangan yang dapat dilaukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak 

bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. 

2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara 

3. Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi 

4. Fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan 

5. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambing 

6. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga 

suatu negara 

Selain Fungsi konstitusi diatas, konstitusi juga memiliki tujuan. Tujuan-tujuan adanya 

konstitusi secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 



 

1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan 

terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan 

penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat 

banyak. 

2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan 

sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), 

sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib 

menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan 

haknya. 

3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa 

dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk 

penguasa dalam menjalankan kekuasaanya, hal ini juga bertujuan untuk 

memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri 

kokoh. 

 

➢ NILAI-NILAI KONSTITUSI 

Nilai konstitusi yaitu: 

1. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan 

bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi 

juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan 

secara murni dan konsekuen. 

2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, 

tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu 



 

tidak berlaku / tidak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku 

bagi seluruh wilayah negara. 

3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan 

penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi 

sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. 

 

C. PENUTUP 

 Berdasarkan penjelasan Konstitusi di atas maka dapat saya simpulkan 

konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka 

konstitusi menempati posisi yang sangat krusial (penting) dalam kehidupan ketatanegaraan suatu 

negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lain. Eksistensi suatu negara, baru riel ada jika telah memenuhi empat unsur, yaitu: 

1. Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat, 

2. Wilayah Tertentu 

3. Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation), dan 

4. Pengakuan dari negara-negara lain. 

Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin 

terlaksananya fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang berdaulat suatu bangsa jika belum ada 

hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah konstitusi atau 

Undang-Undang Dasar. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan 

dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan konstitusi suatu negara. Dasar 

negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu 



 

negara. Fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk 

menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. 

Dalam kaitan dengan ajaran pemisahaan kekuasaan, maka diberikannya kewenangan 

pada mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagai konsekuensi restrukturasi terhadap 

kelembagaan negara dalam upaya purifikasi terhadap ajaran pemisahaan kekuasaan, di mana 

majelis permusyawaratan rakyat tidak lagi sebagai simbol penjelmaaan dari kedaulatan rakyat, 

sehingga implikasinya masing-masing organ/lembaga negara pada posisi yang sejajar. Sehingga 

dengan keadaan yang demikian terbuka peluang bagi organ/lembaga negara untuk bersengketa 

terkait dengan kewenangan yang bersumber pada UUD. 
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